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Al-Qur’an yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas
menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia,
sedangkan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah SWT
menciptakan segala sesuatunya bukan untuk dirinya sendiri, namun diserahkan
kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seluruh manusia secara kolektif
diperbolehkan untuk memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan
yang diakui dan dipelihara dalam Islam.'

Dalam hukum Islam dikenal beberapa titel transaksi untuk memperoleh
atau peralihan hak milik, yaitu dari yang klasik sampai dengan cara-cara yang
lazim dipraktikkan dewasa ini. Peralihan hak milik tersebut dapat melalui cara-
cara berikut, antara lain :>
a. Jual beli;

b. Tukar-menukar;
c. Infak;

d. Sedekah,;

e. Hadiah;

f.  Wasiat;

g. Wakaf;

h. Pewarisan;

1. Hibah;

j.  Zakat;

k. Thyaul mawat.
Dengan adanya perjanjian, seseorang dapat memperoleh hak, misalnya

dengan melakukan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, dan

sebagainya. Adapun objek perjanjian yang menyebabkan berpindahnya hak milik
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itu ialah harta-harta mutagawwim yaitu harta milik yang dibolehkan mengambil
manfaatnya, sehingga dengan akad itu berpindah pemilikan terhadap harta itu dari
tangan seseorang ke tangan orang lain berdasarkan kerelaan keduanya.’

Beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW
mengenai wakaf adalah sebagai berikut :

1. Qs Al-Imran ayat 92
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Artinya : Kamu sekalian tidak sampai kepada kebaikan (yang
sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai.
Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui.’

2. Qs Al-Bagarah ayat 267
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu nafkahkan dari padanya, pada hal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan kamu akan mencicingkan mata padanya, dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.’

3. Qs An Nahl ayat 97
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Artinya : Barang siapa yang berbuat kebaikan laki-laki atau
perempuan dan ia beriman, niscayakan Aku beri pahala yang lebih bagus dari
apa yang mereka amalkan dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dri apa yang telah mereka ker;j akan.

Os Al-Hajj 77

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah/
kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu
mendapat kemenangan.’

Selain dari ayat-ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk
kebaikan orang lain dengan membelanjakan atau menyedekahkan harta di
atas, para ulama menyandarkan masalah wakaf ini kepada dasar hukum dari
sunnah nabi. Dalam kitab-kitab hadist banyak sekali hadist Rosulullah yang
dapat dijadikan pegangan tentang wakaf ini.®
Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhkan Rasulullah SAW
bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah
amalnya, kecuali tiga perkara, yakni shadaqah jariyah yang mengalir terus
menerus, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang

tuanya” (HR Muslim).
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6. Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf,
yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakatkan tanahnya yang ada di
Khaibar, “Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh
sebidang tanah di Kahaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk
memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan
sebidang tanah di Kahibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu
maka apakah engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab, “Bila
kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan
(hasilnya)”. Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak
diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar
menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak berlian,
sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi
yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan
cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk
harta” (HR Muslim).

Dalam konsepsi hukum Islam, pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam
memberi definisi wakaf secara istilah. Mereka mendefinisikan wakaf dengan
definisi yang beragam, sesuai dengan paham mazhab yang mereka ikuti, mereka
juga berbeda persepsi di dalam menafsirkan tata cara pelaksanaan wakaf di tempat
mereka berada. Al-Minawi yang bermazhab Syafi’i mengemukakan bahwa wakaf
adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan

tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan



atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin
mendekatkan diri kepada Allah SWT.’

Adapun Al-Kabisi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf
adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya
kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Definisi
terakhir yang dikemukakan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf
itu menahan benda milik si wakif dan yang disedekahkannya adalah manfaatnya
saja.'’

Imam Malik mengemukakan bahwa wakaf itu adalah menjadikan manfaat
benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada
orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa
yang diperjanjikan atau yang dikehendaki oleh orang yang mewakatkan. Pendapat
Imam Malik ini wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila
berlaku untuk waktu tertentu saja, sesudah itu kembali kepada pemiliknya.''

Pendapat ini dinilai cukup relevan dengan kondisi hukum positif di
Indonesia saat ini yang mengenal hak guna bangunan, hak pakai dengan sistem
kontrak. Jika pendapat Imam Malik ini yang diterapkan, maka wakaf akan
mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada para pihak yang
tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan, tetapi memiliki benda

yang berstatus temporer. Selain membuka lebih lebar kepada calon wakif,
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kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa
dikembangkan secara maksimal.'?

Menurut Penulis, pendapat Imam Malik tersebut yang mendukung hak
cipta, dalam hal ini “buku” sebagai objek dalam perwakafan karena harta benda
berupa hak cipta khususnya buku merupakan benda bergerak tidak berwujud yang
memiliki jangka waktu perlindungan untuk dinikmati hak ekonominya.

Pendapat para fugaha yang menyatakan bahwa barang yang diwakatkan
harus bersifat kekal atau dapat bertahan lama. Konsekuensi logis dari konsep
bahwa wakaf adalah sedekah jariah. Sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus
mengalir sudah tentu barang yang diwakafkan bersifat kekal dan tahan lama.
Namun, mayoritas ahli yurispudensi Islam justru menekankan pada aspek
manfaatnya bukan sifat fisiknya.'?

Perwakafan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam
Buku IIl yang mengatur perwakafan pada umumnya. Harta benda milik yang
diwakafkan tidak harus dalam bentuk benda tidak bergerak (benda tetap),
misalnya tanah, namun benda pada umumnya dapat diwakafkan. Dalam perspektif
hukum Islam, benda-benda selain tanah dapat saja diwakafkan, sepanjang benda
tersebut bila digunakan atau saat diambil manfaatnya tidak seketika habis atau
musnah.

Fungsi wakaf ditentukan dalam Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam

ditentukan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai

tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukan mengekalkan objek
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wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan
sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.'*

Terkait macam wakaf, Ahmad Azhar Basyir membagi wakaf menjadi dua
macam, yaitu pertama wakaf ahli atau juga disebut wakaf keluarga ialah wakaf
yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga
wakif. Kedua wakaf khairi yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam hukum
islam yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang memberikan
wakaf telah meninggal dunia asalkan benda wakaf itu terus dapat diambil
manfaatnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh
masyarakat luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan
kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan,
kebudayaan, maupun keagamaan.'®

Menurut penulis, pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan
berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali
dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang
baru, antara lain sebagai berikut :

a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna
melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa
perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam ikrar
wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus
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dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli
yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk
kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan
untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi
wakaf.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum
cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah
bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakatkan
sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik
berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat
berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda
bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat
mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah, yang dimaksud
dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia
yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bergerak di bidang keuangan syariah misalnya badan
hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui
Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif
mewakafkan uang miliknya.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan
sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan

kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat



ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan
prinsip manajemen dan ekonomi syariah. Untuk mengamankan harta
benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan
kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional
nazhir.

e. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf
Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan
kebutuhan. Badan ini merupakan lembaga independen yang
melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan
pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional,
memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta
benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada
pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

Lahirnya Undang-Undang Wakaf ini merupakan inheren dengan penataan

sistem hukum nasional yang berlaku saat ini. Diharapkan dengan lahirnya
Undang-Undang Wakaf, pengembangan wakaf pada masa yang akan datang akan
memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum kepada
nazhir, wakif dan peruntukan wakaf.'®

Dalam rukun wakaf, harta wakaf disyaratkan merupakan harta milik

wakif. Berdasarkan hukum Islam yang dimaksud dengan milik atau hak itu secara

etimologis adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas
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terhadapnya. Adapun dari segi istilah yang dimaksud dengan hak milik atau hak
adalah suatu kekhususan terhadap sesuatu yang memberi kemungkinan kepada
pemangkunya menurut hukum Syara’ untuk secara bebas bertindak hukum
terhadap sesuatu dimaksud serta mengambil manfaatnya sepanjang tidak terdapat
penghalang dari Syari’i."’

Seseorang yang telah mendapat sesuatu secara khusus maka kepadanya
diberikan suatu kebebasan untuk bertindak hukum mengasingkan sesuatu yang
khusus tersebut. Itulah yang dinamakan dengan milik atau hak. Walaupun
demikian harus diingat bahwa tidak semua sesuatu yang khusus tersebut (barang
atau benda) dapat dikuasai secara pribadi sebagai miliknya. Ada barang-barang
tertentu yang dilarang untuk dimiliki secara pribadi, barang tersebut harus
diserahkan atau dikelola oleh negara. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis Nabi
Muhammad SAW yang menerangkan bahwa “Manusia itu bersama-sama
memiliki tiga macam barang yaitu air, rumput (tanah), dan api”.'®

Dalam memahami hak cipta sebagai hak milik, dapat dilihat dalam Pasal
16 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang ditentukan bahwa hak cipta
merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta merupakan hak kekayaan
imaterial dan merupakan hak kebendaan, salah satu sifat atau asas yang melekat
pada hak kebendaan adalah, asas droit de suite, asas hak mengikuti bendanya. Hak
untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan

siapapun benda itu berada."”
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Menurut penulis, perlindungan hak cipta khususnya buku sebagai hak
kebendaan mengingatkan kepada hak milik. Hak milik menjamin kepada pemilik
untuk menikmati dengan bebas dan boleh melakukan tindakan hukum dengan
bebas terhadap miliknya. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta khususnya
buku, hal ini membuktikan hak cipta khususnya buku dapat dimiliki, dapat
menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu
berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara
peralihan haknya.

Terkait jangka waktu hak cipta, mazhab Maliki memperbolehkan wakaf
untuk jangka waktu tertentu. Wakaf hak cipta khususnya buku dengan sendirinya
termasuk wakaf muaqqat (jangka waktu terbatas), sebab jangka waktu hak cipta
khususnya buku dibatasi oleh undang-undang.”® Jangka waktu hak cipta
khususnya buku yang berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia berupa :

a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f.  Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,

kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
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g.

Karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau seni motif lain.

Hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua

puluh lima) tahun. Sedangkan, jangka waktu hak cipta yang berlaku selama 50

(lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman berupa :

a.

b.

Karya fotografi;

Potret;

Karya sinematografi;

Permainan video;

Program komputer;

Perwajahan karya tulis;

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional,

Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli,

Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dalam hukum

Islam dapat ditemui dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS



VII/MUL/5/2005 tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang

menentukan sebagai berikut 21

1.

Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq
maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum
(mashun) sebagaimana mal (kekayaan).

HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana
dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan
dengan hukum Islam.

HKI dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad
mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at
(nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak
terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai,
menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan,
menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,
membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan
kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Dalam melaksanakan wakaf atas hak cipta khususnya buku, agar wakaf

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan Badan Wakaf Indonesia

untuk mengelolanya. Pengelola wakaf adalah orang yang memegang amanah

untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf

sebagaimana yang dikehendakinya. Oleh karena itu, para fugaha memberlakukan

syarat bagi pengelola harus mampu menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf.

Bersambung
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